BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR O{ TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor
11/KEP/BKD/201S tentang Penetapan Utang Pemerintah
Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018, maka penganggaran
Utang Pihak Ketiga yang sebelumnya dianggarkan pada
Rekening Pegeluaran Pembiayaan harus diakomodir dalam
Rekening Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah:

b. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat Tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 44 tahun 2018
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat !l dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1621) ;
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8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

10.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

‘ dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara RI Tahun 2015 Nomor 58);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012,

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

LY Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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